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Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk menjadi rekam jejak 
atas terlaksananya program PKL dan sebagai salah satu persyaratan untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Program PKL 
dilaksanakan pada tanggal 15 Juli – 6 September 2019 di Bagian Akuntansi dan 
Pelaporan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Ombudsman 
Republik Indonesia. Selama melaksanakan program PKL, Praktikan memiliki 
beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah rekonsiliasi 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2019 pada Pusat Data dan Informasi 
(PUSDATIN) dan Online Monitoring - Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (OM-SPAN), mengecek kelengkapan arsip hardcopy dan softcopy SP2D 
tahun 2019, mencari temuan BPK RI tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, 
mengonversikan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2018 
(Audited), dan rekonsiliasi eksternal pengembalian belanja dan pendapatan antara 
Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dengan E-Rekon. Setelah 
pelaksanaan program PKL selesai, Praktikan mendapatkan pengalaman kerja 
secara nyata dan gambaran umum mengenai lingkungan kerja pada instansi 
pemerintah. 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan kasih sayang–Nya 
yang selalu dilimpahkan kepada Praktikan, sehingga Praktikan dapat 
menyelesaikan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Ombudsman 
Republik Indonesia. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi 
Muhammad SAW, sosok teladan bagi seluruh manusia yang telah 
membawa perubahan dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang 
yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti saat ini.  
Laporan PKL ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan 
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S-1 Akuntansi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Selama proses pelaksanaan 
program PKL dan penyusunan laporan, Praktikan mendapat banyak 
bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Praktikan 
ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Kedua orangtua yang telah mendukung Praktikan sejak awal 
pelaksanaan kegiatan hingga penyelesaian laporan; 
2. Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
3. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku 
Koordinator Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 




4. Tri Hesti Utaminingtyas, S.E., M.S.A. selaku dosen pembimbing yang 
telah memberikan arahan selama proses penulisan laporan PKL; 
5. Indahwati, S.H. selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan 
Ombudsman Republik Indonesia; 
6. Fajar Yudha Pratama, S.E. selaku Kepala Subbagian Akuntansi dan 
Slamet Riyadi, S.Sos. selaku Kepala Dokumentasi dan Pelaporan 
Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia; 
7. Staf Akuntansi Ombudsman Republik Indonesia yang telah membantu 
dan membimbing selama pelaksanaan kegiatan; dan 
8. Seluruh sahabat, rekan, dan senior yang senantiasa memberikan 
semangat sejak persiapan PKL hingga laporan ini tersusun. 
Meski telah disusun secara maksimal, tentu laporan ini masih 
memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat 
membangun sangat diharapkan sebagai bahan pembelajaran bagi 
Praktikan untuk penulisan berikutnya. Praktikan berharap, semoga laporan 
yang telah tersusun ini dapat memberikan manfaat bagi Praktikan 
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A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan penduduk terbesar 
keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2019, 
berdasarkan data United Nations (UN) jumlah penduduk Indonesia pada 
tahun 2019 diproyeksikan akan mencapai 271 juta jiwa. Dari banyaknya 
jumlah penduduk tersebut, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah 
penduduk usia kerja pada Februari 2019 mencapai 136,18 juta jiwa, naik 2,24 
juta jiwa dibanding Februari 2018. Sejalan dengan itu, Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 0,12 persen poin. Dalam 
setahun terakhir, pengangguran berkurang 50 ribu jiwa, sejalan dengan 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun menjadi 5,01 persen pada 
Februari 2019. Hal ini disebabkan karena bertambahnya lapangan pekerjaan. 
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persaingan kerja 
semakin kompetitif dan beragam, sehingga masih banyak mahasiswa yang 
telah lulus namun belum mendapatkan pekerjaan. Sedangkan zaman yang 
semakin canggih ini menuntut perusahaan/instansi untuk selalu 
membutuhkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas, profesional, 
dan mampu melaksanakan pengabdian kepada perusahaan/instansi itu sendiri 
dan masyarakat secara luas. Hal ini kemudian memicu mahasiswa untuk 




Dunia kerja tentu berbeda dengan dunia perkuliahan. Dalam dunia 
perkuliahan, mahasiswa berbekal teori. Sementara dalam dunia kerja, 
terdapat tuntutan nyata atas pekerjaan yang harus dilakukan dan diselesaikan 
sehingga terjadi implementasi secara langsung atas teori yang telah diperoleh 
oleh mahasiswa. Karena menjadi seorang mahasiswa, tidak hanya harus 
cerdas secara teori, melainkan harus memiliki kemampuan aktual yang akan 
berguna untuk berbagai kegiatan setelah selesai perkuliahan. 
Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tertinggi memiliki peran 
penting dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia dan 
meningkatkan daya saing bangsa. Untuk memperoleh gambaran yang lebih 
komprehensif mengenai dunia kerja bagi para mahasiswa sekaligus 
memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan, 
mahasiswa diwajibkan menjalani program Praktik Kerja Lapangan (PKL).  
PKL merupakan program yang wajib dilakukan oleh mahasiswa 
Program Studi S-1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Program PKL memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk dapat lebih 
mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia 
kerja. Hal ini sebagai upaya Program Studi S-1 Akuntansi mempersiapkan 
diri mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Melalui program ini, mahasiswa 
dapat mengukur sejauh mana softskill dan hardskill yang telah dikuasai serta 
mengevaluasinya. 
Pada kesempatan PKL ini, Praktikan memilih tempat pelaksanaan PKL 




Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman RI merupakan lembaga negara 
mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan 
instansi pemerintah lainnya, yang memiliki kewenangan mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh 
Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan 
oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan 
Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas 
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh 
dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau 
anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ombudsman RI memberikan 
kesempatan kepada Praktikan untuk dapat melaksanakan PKL selama 40 
(empat puluh) hari pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Biro Perencanaan 
dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka maksud 
dari pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut: 
1. memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai salah 
satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa Program Studi S-1 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta; 
2. mengimplementasikan pengetahuan akuntansi yang telah diperoleh 




3. mengembangkan pengetahuan (softskill) dan keterampilan (hardskill) 
agar tercipta rasa profesionalitas dalam bekerja. 
Sedangkan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dari pelaksanaan 
PKL ini antara lain: 
1. meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan 
keterampilan Praktikan dalam bekerja; 
2. mengarahkan Praktikan untuk menemukan permasalahan maupun data 
yang berguna dalam penulisan laporan PKL; 
3. menjalin kerja sama antara pihak universitas dengan instansi 
pemerintah tempat Praktikan melaksanakan program PKL; 
4. memberikan gambaran dunia kerja bagi Praktikan; dan 
5. memperluas relasi sehingga dapat mempermudah Praktikan dalam 
mendapatkan informasi pekerjaan ketika lulus nanti.  
 
C. Kegunaan PKL 
Program PKL yang telah terlaksana diharapkan mampu memberikan 
manfaat yang berguna bagi pihak–pihak terkait seperti bagi Praktikan, bagi 
universitas, dan bagi instansi pemerintah tempat Praktikan melaksanakan 
program PKL. Berikut merupakan rincian manfaat yang dapat diperoleh oleh 
masing-masing pihak: 
1. bagi Praktikan 




b. mengembangkan sikap dan mental profesional Praktikan untuk 
menghadapi tantangan dalam dunia kerja; 
c. meningkatkan relasi, kemampuan, keterampilan, pengalaman, 
serta ilmu dan pengetahuan seputar bidang kerja; dan 
d. meningkatkan wawasan baik dalam bidang pengetahuan 
akuntansi atau di luar akuntansi yang belum diperoleh selama 
masa perkuliahan. 
2. bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. menjalin hubungan kerja sama dengan Ombudsman RI sebagai 
tempat Praktikan melaksanakan program PKL; 
b. sebagai wadah tolak ukur evaluasi akademik Program Studi S-1 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta secara 
praktis yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah pada 
umumnya; dan 
c. mencetak lulusan yang berkualitas, kompeten, dan mampu 
bersaing dalam dunia kerja. 
3. bagi Ombudsman RI 
a. realisasi atas tanggung jawab sosial kelembagaan; 
b. menciptakan hubungan kerja sama yang baik dengan Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi 
S-1 Akuntansi; 
c. membantu dan mempercepat proses pekerjaan karena 




d. menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dan 
bermanfaat antara Praktikan dengan pihak-pihak terlibat; dan 
e. melihat dan menilai potensi yang dimiliki Praktikan dalam 
upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.  
 
D. Tempat PKL 
Praktikan menjalankan program PKL di Ombudsman RI, yang 
merupakan lembaga negara dengan wewenang mengawasi penyelenggaraan 
pelayanan publik di Indonesia. Berikut merupakan data singkat mengenai 
Ombudsman RI: 
Nama : Ombudsman Republik Indonesia 
Lokasi : Jalan HR. Rasuna Said Kavling C-19 Karet Kuningan, 
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 12920 
Telepon : (021) 2251 3737 
Faksimile : (021) 5296 0907 atau 5296 0908 
Surel : Humas@Ombudsman.go.id 
Situs web : Ombudsman.go.id 
Praktikan memilih Ombudsman RI sebagai tempat pelaksanaan 
program PKL karena ketertarikan Praktikan untuk mengetahui lebih lanjut 
mengenai bagaimana pengalaman bekerja pada suatu lembaga negara. Selain 
itu, letaknya yang cukup strategis memudahkan Praktikan dalam mobilisasi. 




bagi Praktikan untuk dapat memperoleh kesempatan melaksanakan program 
PKL dalam bidang yang sejalan.  
 
E. Jadwal Waktu PKL 
Praktikan melaksanakan program PKL selama libur semester genap, 
dimulai sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 06 September 2019. 
Berikut adalah tahapan-tahapan yang telah dijalani oleh Praktikan: 
1. Tahap Persiapan 
Praktikan memulai dengan mengumpulkan informasi baik dari 
teman, kakak tingkat, internet, serta mencoba mencari tempat 
pelaksanaan program PKL dengan cara mengunjungi langsung dan 
bertanya terkait lowongan magang di instansi pemerintah. Dimulai dari 
mengunjungi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia (Kemendikbud). Karena informasi belum dapat dipastikan 
secara langsung pada saat itu, Praktikan diberikan nomor telepon untuk 
menanyakan lebih lanjut perihal tersebut. 
Setelah mengunjungi Kemendikbud, Praktikan menghubungi 
beberapa perusahaan dan instansi pemerintah via telepon. Praktikan 
mendapat kabar baik ketika menghubungi Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD), yaitu dikatakan bahwa dapat langsung mengunjungi 
Kantor DPRD sekaligus membawa persyaratan magang seperti 
Curriculum Vitae (CV) dan Surat Keterangan dari universitas. Setelah 




Masyarakat (BAAKHUM) selesai diproses, Praktikan bersama Aulia 
Rahmayanti langsung mengunjungi Kantor DPRD tersebut. 
Sesampainya di sana, kami mendapat informasi bahwa telah 
banyak mahasiswa dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
yang akan melaksanakan magang. Kemudian kami disarankan untuk 
menanyakan informasi terkait magang ke Balai Kota DKI Jakarta, yang 
lokasinya berdekatan dengan Kantor DPRD. Kami mengunjungi biro 
dan departemen di Balai Kota DKI Jakarta yang tentunya berkaitan 
dengan bidang keuangan. Tidak ada satu pun yang dapat memberikan 
kepastian secara langsung, maka kami diberikan nomor telepon agar 
selama rentang waktu yang diberikan kami dapat menghubungi kembali 
terkait hal tersebut. Setelah menghubungi kembali, kami masih belum 
mendapatkan informasi baik karena kuota magang sudah penuh. 
Praktikan kemudian mendapatkan informasi terkait magang di 
Ombudsman RI dari sahabat yang sedang melaksanakan program PKL 
di sana. Praktikan mencoba menghubungi via WhatsApp kepada Bapak 
Alexandro lalu langsung mendapatkan telepon balasan. Dikatakan via 
telepon, bahwa Praktikan dapat langsung mengunjungi Ombudsman RI 
untuk kepastian lebih lanjut. Praktikan pun mengunjungi Ombudsman 
RI pada hari itu juga dan langsung diperkenalkan pada lingkungan kerja 
disana. Setelah mengetahui Praktikan dapat melaksanakan program 
PKL di Ombudsman RI, Praktikan kemudian membuat surat 




dari BAAKHUM, Praktikan kembali ke Ombudsman RI untuk 
menyerahkan Surat Permohonan Izin PKL Mandiri (Lampiran 1, 
Halaman 56) dan mendapatkan tanda terima surat dari pihak 
Ombudsman RI (Lampiran 2, Halaman 57). Praktikan juga 
mendapatkan Surat Balasan Permohonan Magang (Lampiran 3, 
Halaman 58) dan menandatangani Surat Pernyataan bermaterai 
(Lampiran 4, Halaman 59). 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan program PKL pada Bagian Akuntansi 
dan Pelaporan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal 
Ombudsman Republik Indonesia terhitung sejak tanggal 15 Juli 2019 
sampai dengan 6 September 2019. Program PKL yang dilaksanakan 
selama 40 (empat puluh) hari telah terlampir dengan bukti daftar hadir 
(Lampiran 5, Halaman 60) dan laporan harian (Lampiran 6, 
Halaman 63). Selama melaksanakan program PKL di Ombudsman RI, 
Praktikan bekerja sesuai dengan jadwal jam kerja pada tabel berikut: 
Tabel I. 1 Jadwal Jam Kerja Ombudsman RI 
Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 
Senin – Kamis 08.00 – 16.30 WIB 12.00 – 13.00 WIB 
Jumat 08.00 – 17.00 WIB 12.00 – 13.30 WIB 
Sumber: data diolah oleh Praktikan 
Praktikan memperoleh penilaian atas pelaksanaan program PKL 
oleh Ibu Indahwati selaku Kepala Bagian Akuntansi (Lampiran 7, 




bukti Surat Keterangan Magang dari Ombudsman RI yang diterima 
pada bulan September 2019 (Lampiran 8, Halaman 69).  
Selama masa magang, Praktikan turut serta dalam acara yang 
berlangsung di Ombudsman RI. Diantaranya yaitu menjadi bagian dari 
anggota paduan suara Ombudsman RI yang tampil perdana pada 
tanggal 15 Agustus 2019 dalam acara yang diadakan setiap bulan yaitu 
Ngopi Bareng Ombudsman. Acara tersebut mengangkat tema Isu 
Pelayanan Publik Terkini dan Bedah Buku: “Terima Kasih 
Ombudsman” (Lampiran 9, Halaman 70). Acara tersebut dihadiri 
oleh Prof. Adrianus Meliala selaku Anggota Ombudsman RI, Prof. Dr. 
Bambang P.S. Brodjonegoro selaku Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, 
dan Najwa Shihab selaku Duta Baca Indonesia. Selain paduan suara, 
Praktikan juga mengikuti lomba senam dalam rangka Dirgahayu 
Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 (Lampiran 10, Halaman 71). 
3. Tahap Pelaporan 
Setelah Praktikan melaksanakan program PKL, Praktikan mulai 
menyusun laporan PKL yang merupakan pertanggungjawaban 
Praktikan atas program yang telah dilaksanakan dan sebagai salah satu 
persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Praktikan 
menyusun laporan kegiatan PKL sejak bulan Juli hingga bulan 
November 2019. Data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan PKL 




TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Ombudsman Republik Indonesia 
Awal era kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI 
yang keempat, saat itu harus menanggung beban politik dan sejarah masa lalu 
yang cukup berat dengan kondisi korupsi merajalela dan berita hingar-bingar 
politik setiap hari menghiasi media surat kabar. Penegak hukum juga 
mengalami kesulitan mewujudkan cita-cita reformasi hukum yang menjadi 
salah satu agenda reformasi. Masyarakat dan mahasiswa kembali 
melontarkan kritik atas ketidakmampuan pemerintah dalam memberantas 
korupsi dan berbagai penyimpangan yang dilakukan Penyelenggara Negara. 
Dalam kondisi mendapat tekanan masyarakat yang menghendaki 
terjadinya perubahan menuju pemerintahan yang transparan, bersih, dan 
bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), maka pemerintah berusaha 
melakukan beberapa perubahan sesuai aspirasi yang berkembang ditengah 
masyarkat. Salah satunya muncul wacana untuk membentuk sebuah lembaga 
pengawasan terhadap Penyelenggara Negara, yaitu Ombudsman. Secara 
etimologis, kata Ombudsman berasal dari Bahasa Swedia “umbuðsmann” 
yang berarti Perwakilan, istilah Ombudsman di Swedia memiliki arti 
perwakilan Raja untuk mengawasi kinerja pemerintahan1. 
 
1 Antonius Sujata dan RM Surachman, Catatan Perjalanan Sebelas Tahun Ombudsman Republik Indonesia 




Pada tanggal 17 November 1999, Presiden KH. Abdurrahman Wahid 
memanggil Jaksa Agung Marzuki Darusman dan Antonius Sujata untuk 
berdiskusi tentang konsep pengawasan baru terhadap Penyelenggara Negara. 
Satu hari kemudian, Wakil Sekretariat Kabinet meminta bahan pemikiran 
mengenai lembaga Ombudsman tersebut guna persiapan penerbitan 
Keputusan Presiden (Keppres). Pada tanggal 16 Desember 1999, Presiden 
mengeluarkan Keppres Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian 
Pembentukan lembaga Ombudsman. 
Setelah dipelajari, ternyata Keppres tersebut tidak sesuai dengan hasil 
diskusi yang telah disepakati sebelumnya. Sebab dalam diskusi tersebut, 
hasilnya merekomendaikan agar Presiden segera membentuk Ombudsman 
sebagai lembaga pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, bukan 
membentuk Tim Pengkajian Ombudsman. Respon yang sangat lamban atas 
desakan masyarakat yang sudah demikian kuat. Oleh karena itu, pada tanggal 
18 Desember 1999, Antonius dan Jaksa Agung kembali menghadap Presiden 
untuk memperoleh klarifikasi Keppres. 
Mengingat desakan masyarakat dan mahasiswa yang semakin kuat 
menghendaki perbaikan pelayanan umum, pada tanggal 22 Desember 1999, 
disusunlah konsep Keppres yang baru tentang pembentukan lembaga 
Ombudsman di Indonesia. Mengingat pentingnya keberadaan Ombudsman di 
Indonesia yang sedang mengalami krisis multi dimensi sampai krisis 
kepercayaan publik, beberapa figur yang dikenal berintegritas dihubungi 




Setelah konsep Keppres disepakati, pada tanggal 27 Januari 2000, 
diadakan pertemuan dengan para calon Anggota Ombudsman yaitu Prof. 
C.G.C. Sunaryati Hartono, Teten Masduki, Baihaki Hakim, RM. Surachman, 
APU, dan Pradjoto. Pertemuan tersebut membahas tentang apa dan 
bagaimana tugas serta wewenang lembaga Ombudsman. Selain itu, gagasan 
tentang bagaimana mempersiapkan penyusunan draf RUU Ombudsman juga 
disampaikan. Hasil diskusi dengan beberapa calon Anggota Ombudsman 
tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet. 
Pada tanggal 10 Maret 2000 Presiden resmi menerbitkan Keppres 
Nomor 44 Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional 
(KON) dengan mengangkat Antonius Sujata sebagai Ketua merangkap 
Anggota. Presiden juga mengangkat Prof. C.G.C. Sunaryati Hartono sebagai 
Wakil Ketua merangkap Anggota. Teten Masduki, KH. Masdar Mas’udi, 
RM. Surachman, APU, Prof. Bagir Manan, Pradjoto, dan Sri Urip sebagai 
Anggota yang kemudian dilantik pada tangal 20 Maret 2000.  
Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman yang semula berbentuk 
komisi menjadi lembaga negara. Tidak hanya itu, kelembagaan Ombudsman 
diperkuat lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. 
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 




“Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara dengan 
kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang 
diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk 
yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 
Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau 
perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu 
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”. 
Untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan atau pelaksanaan pelayanan publik, maka dibentuk 
Perwakilan Ombudsman yang berfungsi mengawasi pelaksanaan pelayanan 
publik pada masing-masing wilayah di seluruh provinsi di Indonesia. 
Ombudsman RI berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 37 Tahun 2008 mempunyai tujuan: 
a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; 
b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan 
efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari KKN; 
c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap 
warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan 
kesejahteraan yang semakin baik; 
d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan 
dan pencegahan praktik-praktik Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, 




e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, 
dan supermasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. 
Visi Ombudsman RI adalah “Ombudsman Republik Indonesia Yang 
Berwibawa, Efektif, Dan Adil”. Untuk mencapai Visi, Ombudsman RI 
memiliki Misi sebagai berikut: 
a. memperkuat kelembagaan; 
b. meningkatkan kualitas pelayanan Ombudsman Republik Indonesia; 
c. meningkatkan partisipasi masyarakat; 
d. mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik oleh penyelenggara 
pemerintahan; dan 
e. memperkuat pemberantasan dan pencegahan Maladministrasi dan 
korupsi. 
Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan 
tidak memiliki hubungan dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan 
lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur 











g. keterbukaan; dan 
h. kerahasiaan. 
 
B. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi dapat dikatakan sebagai penentu dari pembagian 
dan pengelompokan pekerjaan secara formal. Dalam struktur organisasi, 
terdapat garis antar divisi yang saling berhubungan sekaligus 
menggambarkan tingkat pertanggungjawaban. Setiap komponen struktur 
organisasi saling berkaitan, sehingga mampu memberi efek bagi organisasi 
secara keseluruhan. Hal ini berlaku untuk seluruh sektor bisnis baik itu sektor 
swasta maupun sektor publik, termasuk juga bagi Ombudsman RI. 
Struktur organisasi Ombudsman RI menurut Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Ombudsman terdiri atas 1 (satu) orang 
Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 
dan 7 (tujuh) orang anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPR RI) berdasarkan rekomendasi Presiden. Dalam 
melaksanakan tugas dan wewenang, Ombudsman RI dibantu oleh Asisten 
yang diangkat atau diberhentikan oleh Ketua berdasarkan rapat anggota. 
Ombudsman juga dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang 
Sekretaris Jenderal, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
(Lampiran 11, Halaman 72). 
Sekretariat Jenderal Ombudsman RI adalah perangkat pemerintah yang 




jawab langsung kepada Ketua. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas 
menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman RI. 
Sekretariat Jenderal Ombudsman menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi 
administrasi kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman 
Republik Indonesia; 
b. pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana program kerja 
Ombudsman Republik Indonesia; 
c. pelayanan administrasi dalam kerja sama Ombudsman Republik 
Indonesia dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah 
terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; 
d. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta 
penyusunan laporan kegiatan Ombudsman Republik Indonesia; 
e. penyelenggaraan kegiatan administrasi Ombudsman Republik 
Indonesia serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi 
kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal 
Ombudsman; dan 
f. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal 
Ombudsman. 
Bagan struktur organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI menurut 
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1 





Gambar II. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman 
RI. 
Sumber: https://ombudsman.go.id 
Gambar diatas menjelaskan bahwa Sekretariat Jenderal Ombudsman RI 
terdiri atas 5 (lima) biro, 1 (satu) inspektorat, dan Kelompok Jabatan 
Fungsional dengan masing-masing tugas dan fungsi sebagai berikut: 
1. Biro Perencanaan dan Keuangan 
Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 
koordinasi penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan pusat, 
fasilitasi keuangan perwakilan, akuntansi, dan pelaporan. Dalam 
menjalankan tugas tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana tahunan, 
dan anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan 
perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan; 




d. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan 
e. pelaksanaan administrasi Biro. 
Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal 
Ombudsman RI memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut: 
 
Gambar II. 2 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan 
Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. 
Sumber: Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2018  
Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas 4 (empat) bagian 
dengan masing-masing tugas sebagai berikut: 
a. Bagian Perencanaan 
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta 
evaluasi pelaporan. Bagian Perencanaan terdiri atas 2 (dua) 




1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran, 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusun 
rencana, program, dan anggaran; dan 
2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan. 
b. Bagian Keuangan Pusat 
Bagian Keuangan Pusat mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, anggaran, 
dan verifikasi. Bagian Keuangan Pusat terdiri atas 3 (tiga) 
subbagian dengan masing-masing tugas: 
1) Subbagian Perbendaharaan, mempunyai tugas melakukan 
penyiapan pengelolaan tata laksana keuangan dan 
perbendaharaan; 
2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran, mempunyai tugas 
melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran; dan 
3) Subbagian Verifikasi, mempunyai tugas melakukan 
verifikasi, pengelolaan administrasi, pembayaran gaji, 
tunjangan, dan honorarium pegawai. 
c. Bagian Fasilitasi Keuangan Perwakilan 
Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan dan 
mengoordinasikan pengelolaan anggaran Perwakilan. Dalam 
melaksanakan tugas tersebut, Bagian Fasilitasi Keuangan 




fasilitasi pelaksanaan anggaran perwakilan, penyiapan koordinasi 
pengelolaan tata laksana keuangan perwakilan, dan pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan anggaran perwakilan. Bagian Fasilitasi 
Keuangan Perwakilan ini memiliki 3 (tiga) Subbagian 
berdasarkan wilayah sebagai berikut: 
1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran Wilayah I meliputi 
Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, 
Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, 
Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Banten; 
2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran Wilayah II meliputi 
Provinsi Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan 
Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Bali; dan 
3) Subbagian Pelaksanaan Anggaran Wilayah III meliputi 
Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 
NTB, NTT, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. 
d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan 
Bagian Akuntansi dan Pelaporan yang mana merupakan 
tempat Praktikan dalam melaksanakan kegiatan PKL mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan akuntansi, pelaporan, dan 
dokumentasi keuangan. Bagian Akuntansi dan Pelaporan 




1) Subbagian Akuntansi, mempunyai tugas melakukan 
penyiapan pengelolaan akuntansi; dan 
2) Subbagian Pelaporan dan Dokumentasi Keuangan, 
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan 
pelaporan dan pengelolaan dokumentasi keuangan. 
2. Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi 
Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi mempunyai tugas 
melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan hukum, 
kerja sama, penguatan organisasi, dan fasilitasi reformasi birokrasi. 
Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan analisis, koordinasi, dan penyusunan peraturan 
perundang-undangan; 
b. pengelolaan dokumentasi dan diseminasi hukum; 
c. koordinasi dan pelaksanaan advokasi, dan fasilitasi adjudikasi; 
d. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama; 
e. pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, 
dan fasilitasi reformasi birokrasi; dan 
f. pelaksanaan administrasi Biro. 
3. Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis 
Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan 
koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis pengawasan pelayanan 




a. koordinasi dan fasilitasi pemeriksaan khusus, resolusi, dan 
pemantauan laporan masyarakat; 
b. koordinasi dan fasilitasi pengendalian mutu dan pengelolaan 
laporan masyarakat; 
c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 
pengawasan pelayanan publik; 
d. pelaporan pengawasan pelayanan publik; dan 
e. pelaksanaan administrasi Biro. 
4. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi 
Biro ini mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan 
pengembangan hubungan masyarakat dan pengelolaan teknologi 
informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hubungan 
Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: 
a. koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat; 
b. pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi; 
c. pengelolaan data dan layanan kepustakaan; 
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
hubungan masyarakat dan teknologi informasi; dan 
e. pelaksanaan administrasi Biro. 
5. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 
Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas 




Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Sumber Daya Manusia dan 
Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. pengelolaan urusan kepegawaian; 
b. pengelolaan urusan pengembangan sumber daya manusia; 
c. pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan layanan 
pengadaan; 
d. pengelolaan urusan tata usaha dan keprotokolan; 
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan sumber daya 
manusia dan layanan umum; dan 
f. pelaksanaan administrasi Biro. 
6. Inspektorat 
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal 
di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman. Dalam melaksanakan 
tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal 
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lainnya; 
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; 
d. pelaksanaan pengawasan lainnya atas penugasan sekretaris 
jenderal; 
e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 




7. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai bidang keahlian dan keterampilan fungsional masing-
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan unit kerjanya. 
 
C. Kegiatan Umum Ombudsman Republik Indonesia 
Ombudsman adalah lembaga negara yang berfungsi mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara 
Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Berdasarkan Pasal 
7, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Ombudsman RI memiliki tugas: 
1. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik; 
2. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; 
3. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup 
kewenangan Ombudsman; 
4. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 
Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 
5. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau 
lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan 
perseorangan; 




7. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik; dan 
8. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak 
dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka 
pengadilan. Dalam melaksanakan kewenangannya, Ombudsman dilarang 
mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan. Wewenang 
Ombudsman tersebut ialah: 
1. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, 
Terlapor, atau pihak lain terkait mengenai Laporan yang disampaikan 
kepada Ombudsman; 
2. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada 
pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu 
Laporan; 
3. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang 
diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari 
instansi terlapor; 
4. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain 
yang terkait dengan Laporan; 





6. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk 
Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada 
pihak yang dirugikan; 
7. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, 
dan Rekomendasi; 
8. menyampaikan saran kepada Presiden, Kepala Daerah, atau pimpinan 
Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan 
organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; dan 
9. menyampaikan saran kepada DPR RI dan/atau Presiden, DPRD 
dan/atau Kepala Daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan 
perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka 
mencegah Maladministrasi. 
Setiap Warga Negara Indonesia atau penduduk berhak menyampaikan 
Laporan kepada Ombudsman dan tidak dipungut biaya atau imbalan. 
Ombudsman menerima Laporan yang disampaikan dengan cara datang 
langsung, surat dan/atau surat elektronik, telepon, media sosial, dan media 
lainnya. Ombudsman dapat menerima Laporan yang disampaikan oleh pihak 
lain sebagai Kuasa Pelapor dalam hal Pelapor tidak dapat menyampaikan 
Laporannya secara langsung. Ombudsman dapat merahasiakan nama dan 
identitas Pelapor atas permintaan Pelapor atau pertimbangan Ombudsman. 
Ombudsman memeriksa Laporan yang masuk dan jika terdapat 
kekurangan, Ombudsman memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor 




puluh) hari. Jika Laporan tidak dilengkapi selama jangka waktu tersebut, 
Pelapor dianggap mencabut Laporannya. Jika Laporan telah dilengkapi, 
Ombudsman segera melakukan pemeriksaan substantif. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, Ombudsman dapat 
menetapkan secara tertulis untuk tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan 
atau berwenang melanjutkan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua 
Ombudsman. Jika tidak berwenang, Ombudsman akan memberitahukan 
secara tertulis kepada Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. 
Pemberitahuan tersebut memuat saran kepada Pelapor untuk menyampaikan 
laporannya kepada instansi lain yang berwenang. Namun, jika Ombudsman 
berwenang melanjutkan pemeriksaan, Ombudsman dapat: 
1. memanggil secara tertulis Terlapor, saksi, ahli, dan/atau penerjemah 
untuk dimintai keterangan, melihat dokumen asli, dan meminta salinan 
dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan. Ombudsman wajib 
berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, 
dan tidak memungut biaya. Ombudsman wajib mendengarkan dan 
mempertimbangkan pendapat para pihak serta mempermudah Pelapor 
dalam menyampaikan penjelasannya. Ombudsman dalam melakukan 
pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan, kecuali demi kepentingan 
umum. Jika Terlapor dan saksi telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-
turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman 
dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk 




2. meminta penjelasan secara tertulis kepada Terlapor dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari. Apabila selama 2 (dua) kali permintaan 
tersebut tidak dipenuhi, Terlapor dianggap tidak menggunakan hak 
untuk menjawab; dan/atau 
3. melakukan pemeriksaan lapangan ke objek pelayanan publik tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang 
dilaporkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan, ketertiban, dan kesusilaan. 
Hasil pemeriksaan Ombudsman dapat berupa menolak Laporan atau 
menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi. Ombudsman menolak 
Laporan dalam hal: 
1. Pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut baik secara 
lisan maupun tertulis kepada pihak yang dilaporkan; 
2. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan 
pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan 
Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan; 
3. Laporan tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi yang 
dilaporkan dan menurut Ombudsman proses penyelesaiannya masih 
dalam tenggang waktu yang patut; 
4. Pelapor telah memperoleh penyelesaian dari instansi yang dilaporkan; 
5. substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang Ombudsman; 
6. substansi yang dilaporkan telah diselesaikan dengan cara mediasi dan 




7. tidak ditemukan terjadinya Maladministrasi. 
Ombudsman menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi jika 
ditemukan Maladministrasi. Rekomendasi tersebut memuat sekurang-
kurangnya: 
1. uraian tentang Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; 
2. uraian tentang hasil pemeriksaan; 
3. bentuk Maladministrasi yang telah terjadi; dan 
4. kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal yang perlu 
dilaksanakan Terlapor dan atasan Terlapor. 
Penolakan dan Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Pelapor, 
Terlapor, dan atasan Terlapor dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) 
hari terhitung sejak tanggal Penolakan dan Rekomendasi ditandatangani oleh 
Ketua Ombudsman. Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan 
Rekomendasi Ombudsman. Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan 
kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah 
dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 
(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi. 
Jika Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi 
atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak 
dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan 
atasan Terlapor tersebut dan menyampaikan kepada DPR RI dan Presiden. 
Selain itu, Terlapor dan atasan Terlapor akan dikenai sanksi administrasi 




Ombudsman menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan 
kepada DPR RI dan Presiden. Laporan berkala disampaikan setiap 3 (tiga) 
bulan sekali dan laporan tahunan disampaikan pada bulan pertama tahun 
berikutnya. Laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya memuat: 
1. jumlah dan macam Laporan yang diterima dan ditangani selama 1 (satu) 
tahun; 
2. pejabat atau instansi yang tidak bersedia memenuhi permintaan 
dan/atau melaksanakan Rekomendasi; 
3. pejabat atau instansi yang tidak bersedia atau lalai melakukan 
pemeriksaan terhadap pejabat yang dilaporkan, tidak mengambil 
tindakan administratif, atau tindakan hukum terhadap pejabat yang 
terbukti bersalah; 
4. pembelaan atau sanggahan dari atasan pejabat yang mendapat Laporan 
atau dari pejabat  yang mendapat Laporan itu sendiri; 
5. jumlah dan macam Laporan yang ditolak untuk diperiksa karena tidak 
memenuhi persyaratan; 
6. laporan keuangan; dan 






PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) telah Praktikan laksanakan di 
Ombudsman RI yang berlokasi di Jalan HR. Rasuna Said Kavling C-19 Karet 
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daaerah Khusus 
Ibukota Jakarta. Selama 40 (empat puluh) hari pelaksanaan program PKL, 
Praktikan bergabung dalam Bagian Akuntansi dan Pelaporan dibawah Biro 
Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. 
Praktikan melaksanakan PKL pada unit kerja yang dipimpin oleh Ibu 
Indahwati, S.H. selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Dalam 
pelaksanaannya, Praktikan bertugas membantu Bapak Slamet Riyadi, S.Sos. 
selaku Kepala Subbagian Dokumentasi dan Pelaporan Keuangan dan Mas 
Fajar Yudha Pratama, S.E. selaku Kepala Subbagian Akuntansi dan 
Pelaporan bersama dengan Staf Akuntansi, David Anugrah Lumban Gaol, 
A.Md. dan Delviadri Arwin, A.Md. 
Lingkup tugas pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Sekretariat 
Jenderal Ombudsman RI yaitu Rekonsiliasi Transaksi Keuangan Internal dan 
Eksternal, Penyusunan Laporan Keuangan, Rekonsiliasi Arsip Keuangan, 
Penyimpanan Arsip Keuangan, Peminjaman Arsip Keuangan, dan 
Penyusunan Laporan Arsip Keuangan. Sedangkan tugas yang diberikan 




1. rekonsiliasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2019 pada 
Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) dan Online Monitoring - 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN); 
2. mengecek kelengkapan arsip hardcopy dan softcopy SP2D tahun 2019; 
3. mencari temuan BPK RI tahun 2013, 2014, dan 2015; 
4. mengonversikan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia 
Tahun 2018 (Audited) menjadi dua bahasa; dan 
5. rekonsiliasi eksternal pengembalian belanja dan pendapatan antara 
Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) dengan E-
Rekon. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan mengantarkan surat permohonan PKL pada hari Jumat 
tanggal 12 Juli 2019 kepada Bapak Alexandro yang bertugas merekrut 
mahasiswa atau siswa yang ingin melaksanakan magang di Ombudsman RI. 
Praktikan kemudian diajak berkeliling guna mengetahui ruang kerja yang ada 
di lingkungan Ombudsman RI. Praktikan juga diberikan kesempatan untuk 
memperkenalkan diri pada kelompok paduan suara yang kebetulan pada hari 
itu baru memulai latihan yang pertama. Praktikan pun mengikuti latihan 
paduan suara bersama dengan insan Ombudsman RI, bahkan sebelum 
Praktikan mulai melaksanakan PKL. 
Praktikan memulai PKL pada hari Senin, 15 Juli 2019. Selama 




kepada Praktikan. Berikut merupakan rincian atas pekerjaan yang Praktikan 
laksanakan selama masa PKL di Ombudsman RI: 
1. Rekonsiliasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2019 pada 
PUSDATIN dan Online Monitoring - Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (OM-SPAN). 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah 
Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, 
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum 
Negara (BUN) di daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Surat 
Perintah Membayar (SPM). 
Terdapat dua jenis SP2D yaitu Langsung (LS) dan Ganti Uang 
Persediaan (GUP).  Prosedur pembayaran LS dimulai dari adanya 
tagihan kepada pemerintah, penyusunan Surat Perintah Pembayaran 
(SPP), pengujian SPP, penerbitan SPM, penerbitan SP2D, dan 
pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening kas negara ke rekening 
yang berhak. Sedangkan mekanisme GUP, pembayaran kepada pihak 
ketiga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Mekanisme pencairan 
dari rekening Kas Umum Negara (KUN) sampai ke rekening Bendahara 




SP2D LS maupun GUP yang diterbitkan KPPN akan disimpan 
oleh Ombudsman RI dalam aplikasi berbasis web bernama Pusat Data 
dan Informasi (PUSDATIN). PUSDATIN Ombudsman RI merupakan 
aplikasi yang mencakup seluruh data keuangan yang dapat diakses oleh 
insan Ombudsman RI yang berkepentingan. SPM dan SP2D yang 
diarsipkan secara online melalui PUSDATIN merupakan dokumen 
dalam bentuk pdf atas hasil pemindaian dari dokumen SP2D yang asli. 
SP2D yang diterbitkan oleh KPPN tersebut tidak hanya dicatat 
sepihak oleh Ombudsman RI, melainkan Kementerian Keuangan juga 
melakukan pencatatan terhadap SP2D melalui aplikasi yang bernama 
OM-SPAN. OM-SPAN merupakan aplikasi milik Kementerian 
Keuangan yang digunakan dalam rangka pemantauan transaksi dalam 
SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses 
melalui jaringan internet maupun intranet. Staf Akuntansi Ombudsman 
RI sebagai pengguna informasi kemudian mengunduh data SP2D 
melalui aplikasi OM-SPAN. Data yang diunduh tersebut berupa excel 
(Lampiran 12, Halaman 73), yang kemudian oleh Staf Akuntansi 
dilakukan perubahan agar menjadi lebih rapi sehingga mudah dibaca 
(Lampiran 13, Halaman 74). Data SP2D yang telah tersunting 
tersebut kemudian diberikan kepada Praktikan. 
Praktikan kemudian mengolah data yang diberikan oleh Staf 
Akuntansi dan mulai melakukan rekonsiliasi antara PUSDATIN dan 




a.  membuka data excel yang diberikan oleh Staf Akuntansi; 
b. membuka aplikasi PUSDATIN dengan cara mengunjungi laman 
pusdatin.ombudsman.go.id:5600; 
c. login dengan mengisi Username dan Password lalu klik Sign In 
(Lampiran 14, Halaman 75); 
d. akan muncul menu PUSDATIN lalu pilih File Station 
(Lampiran 14, Halaman 75); 
e. pilih BAGIAN KEUANGAN PUSAT; 
f. pilih bendahara, lalu pilih Scan SPJ, dan pilih 2019; 
g. pilih SPM & SP2D Pertanggungjawaban, maka akan muncul 
daftar SP2D (Lampiran 15, Halaman 76); 
h. kembali pada data excel dan cek dalam setiap bulan dimulai dari 
bulan Januari tahun 2019 hingga bulan Juli 2019; 
i. fokus pada kolom excel Nomor Invoice SP2D lalu cek pada 
aplikasi PUSDATIN; 
j. jika Nomor Invoice sudah ada di PUSDATIN, ganti pada kolom 
Status Pusdatin di excel dari “Tidak Ada” menjadi “Ada” 
(Lampiran 16, Halaman 77); dan 
k. jika masih belum ada Nomor Invoice pada aplikasi PUSDATIN, 
maka biarkan status “Tidak Ada” tersebut. 
Rekonsiliasi SP2D antara PUSDATIN dengan OM-SPAN 
dilakukan guna memastikan kelengkapan data. Ketika Bendahara 




SPM dan SP2D yang telah muncul di OM-SPAN, seharusnya SPM dan 
SP2D juga sudah ada di PUSDATIN. Data yang seharusnya ada namun 
belum ada di PUSDATIN tersebut akan diberikan kepada Bendahara 
Ombudsman RI sebagai penanggungjawab dokumen, agar segera 
dilengkapi beserta SPM dan SP2D yang harus segera diunggah ke 
dalam aplikasi PUSDATIN. 
2. Mengecek Kelengkapan Arsip Hardcopy dan Softcopy SP2D Tahun 
2019. 
Seperti yang telah diuraikan diatas, SP2D merupakan surat 
perintah yang diterbitkan oleh KPPN untuk pelaksaan pengeluaran atas 
beban APBN berdasarkan SPM. Praktikan melakukan pengecekan 
terhadap kelengkapan masing-masing SP2D dari bulan Januari hingga 
bulan Juli tahun 2019. Pengecekan dilakukan terhadap data softcopy 
SP2D yang terdapat pada aplikasi berbasis web PUSDATIN dan 
hardcopy SP2D yang telah dibukukan (Lampiran 17, Halaman 78). 
Ibu Indahwati memberikan kepada Praktikan tugas ini untuk 
membantu pekerjaan Bapak Slamet Riyadi selaku Kepala Pelaporan 
dan Dokumentasi Keuangan yang belum memiliki Staf. Pengecekan 
terhadap SP2D ini dilakukan guna melakukan monitoring terhadap 
verifikator yang melakukan scanning dan input SP2D ke dalam aplikasi 
PUSDATIN. Berikut merupakan langkah-langkah yang Praktikan 




a. membuka aplikasi PUSDATIN dengan cara mengunjungi laman 
pusdatin.ombudsman.go.id:5600; 
b. login dengan mengisi Username dan Password lalu klik Sign In; 
c. akan muncul menu PUSDATIN lalu pilih File Station; 
d. pilih BAGIAN KEUANGAN PUSAT; 
e. pilih bendahara, lalu pilih Scan SPJ, dan pilih 2019; 
f. pilih SPM & SP2D Pertanggungjawaban, maka akan muncul 
daftar SP2D; 
g. ambil Laporan Pembukuan SPM dan SP2D sesuai dengan bulan 
yang ingin dilakukan pengecekan, lalu cari dan klik berdasarkan 
nomor SPM di Laporan Pembukuan tersebut pada aplikasi 
PUSDATIN; 
h. SPM akan otomatis terunduh; 
i. lakukan pengecekan pada setiap halaman baik pada PUSDATIN 
maupun Laporan Pembukuan SPM & SP2D; 
j. jika terdapat kekurangan baik pada softcopy maupun hardcopy, 
buat catatan mengenai apa yang kurang dengan menggunakan 
post-it dan tempel pada bagian di mana terdapat kekurangan 
tersebut di Laporan Pembukuan SPM dan SP2D; dan 
k. beri tanda centang (jika SPM dan SP2D lengkap) dan tanda silang 
(jika SPM dan SP2D memiliki kekurangan data) pada tabel daftar 





Ibu Indahwati meminta keterangan kepada Praktikan untuk 
menjelaskan perihal pekerjaan yang dilakukan setiap seminggu sekali. 
Praktikan menjelaskan terkait adanya kekurangan dalam pembukuan 
SP2D baik itu terhadap data softcopy maupun hardcopy. Pada data 
softcopy, Praktikan rata-rata menemukan kekurangan pada hasil pindai 
visum SPM. Hasil dari catatan atas Laporan Pembukuan SPM dan 
SP2D ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi kepada Tim 
Verifikator agar kedepannya bekerja secara lebih teliti lagi. Evaluasi ini 
dilakukan guna memberikan kesan pengawasan oleh Bagian Akuntansi 
dan Pelaporan untuk selalu menjaga kualitas kinerja sehingga dokumen 
yang dilaporkan menghasilkan data yang lengkap. 
3. Mencari Temuan BPK RI Tahun 2013, 2014, dan 2015. 
Sejak menjadi Bagian Anggaran pada tahun 2011, Ombudsman 
RI memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan 
Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berturut-turut mulai 
dari tahun 2011 hingga 2013. Namun, Ombudsman RI mengalami 
penurunan terhadap kinerja manajemen keuangan terbukti atas opini 
BPK RI pada tahun 2014 terhadap laporan keuangan Ombudsman RI 
yaitu TMP (Tidak Memberikan Pendapat). 
Sejak memperoleh opini TMP atas laporan keuangannya, 
Ombudsman RI seakan tersadar sehingga pada akhirnya mampu 
memperbaiki dan memperoleh opini WDP (Wajar Dengan 




WDP, Ombudsman RI semakin memperbaiki kinerjanya terhadap 
laporan keuangan yang disajikan sehingga dimulai pada tahun 2016 
hingga kini, Ombudsman RI mampu memperoleh kembali opini WTP.  
Berdasarkan atas opini BPK RI terhadap laporan keuangan 
Ombudsman RI pada tahun 2014 yaitu TMP, hingga tahun 2019 BPK 
RI masih memberi himbauan kepada Ombudsman untuk 
menindaklanjuti hasil temuan secara tuntas. Maka, Ibu Indahwati 
membentuk tim khusus yang bertugas mencari bukti temuan berupa 
SPM dan SP2D atas transaksi-transaksi yang terjadi sejak tahun 2013 
hingga tahun 2015. Tim tersebut terdiri dari Ibu Indahwati selaku 
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Subbagian Akuntansi, 
Kepala Subbagian Dokumentasi dan Pelaporan Keuangan, Staf 
Akuntansi, Inspektorat, dan Staf Pelaksanaan Anggaran Wilayah II. 
Dalam pembentukan tim khusus kali kedua untuk menangani 
kasus tersebut, Praktikan diikut sertakan dalam melaksanakan 
pekerjaan yang tim khusus lakukan, yaitu meliputi: 
a. mencari dokumen keuangan yang menjadi temuan BPK RI di 
gudang basement (Lampiran 19, Halaman 80); 
b. mengangkut seluruh dokumen keuangan tahun 2013, 2014, dan 
2015 lalu memindahkannya sebagian ke ruang rapat dan sebagian 
ke ruang Akuntansi dan Pelaporan (Lampiran 19, Halaman 81); 
c. tim khusus melakukan pencarian dokumen dimulai dari tahun 




sudah berbentuk buku sedangkan dokumen keuangan tahun 2014 
dan 2013 tidak dibukukan sehingga terpisah satu sama lain 
(Lampiran 19, Halaman 82); 
d. melakukan sortir terhadap dokumen-dokumen di ruang rapat Biro 
Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan bulan pembukuan; 
e. mencari berkas keuangan yang sesuai dengan daftar hasil temuan 
BPK RI. Dokumen harus sesuai uraian kegiatannya, jumlah 
nominal transaksi, dan tanggal pembukuan; 
f. jika ditemukan dokumen keuangan yang sesuai, pisahkan dalam 
suatu kotak kardus dan beri warna pada kertas daftar hasil temuan 
BPK RI; dan 
g. terhadap dokumen yang tidak sesuai dengan hasil temuan BPK 
RI, masukan ke dalam kotak kardus dan beri keterangan sesuai 
dengan bulan pembukuan (Lampiran 19, Halaman 82). 
Selama Praktikan melaksanakan kegiatan PKL dan menjadi 
bagian dari tim khusus, telah banyak hasil temuan BPK RI yang 
berhasil kami temukan bukti dokumen keuangannya dan masih ada juga 
yang belum dapat ditemukan. Kemungkinan yang bisa saja terjadi ialah 
human error yang dapat menyebabkan dokumen yang dicari terlewat 
karena kurang teliti atau karena beberapa orang yang kurang mengerti 
cara mencari dokumen keuangan tersebut. Memang diperlukan 
konsentrasi yang tinggi untuk mencari, menyocokan, dan menemukan 




selama sebulan dalam setiap tahun. Dokumen keuangan yang telah 
ditemukan kemudian akan disimpan untuk diserahkan kepada BPK RI 
sebagai bentuk pertanggungjawaban Ombudsman RI terhadap 
tindaklanjut hasil temuan BPK RI.  
4. Mengonversikan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia 
Tahun 2018 (Audited) menjadi 2 (Dua) Bahasa. 
Ombudsman RI adalah salah satu entitas Pengguna 
Anggaran/Barang sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi 
dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan 
menyusun laporan keuangan yang terdiri dari: 
a. Laporan Realisasi Anggaran 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan 
perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
tahun anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur 
pendapatan dan belanja selama 1 (satu) tahun periode. 
b. Neraca 
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai 
aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan 
dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumya. 
c. Laporan Operasional 
Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur 
pendapatan-LO, beban, surplus/defisit kegiatan operasional, 




pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang 
diperlukan untuk penyajian yang wajar. 
d. Laporan Perubahan Ekuitas 
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi 
kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya. 
e. Catatan atas Laporan Keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar 
hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan dan 
kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK 
dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka 
pengungkapan yang memadai. 
Penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman RI mengacu pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah 
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan 
keuangan Ombudsman RI telah disusun dan disajikan dengan basis 
akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang 
transparan, akurat, dan akuntabel. Praktikan menambahkan konversi 
berbahasa Inggris terhadap 5 (lima) bagian laporan keuangan tersebut. 
Mas Fajar Yudha Pratama S.E. selaku Kepala Subbagian 
Akuntansi dan Pelaporan sebenarnya sudah lama ingin mengubah 




menjadi 2 (dua) bahasa, yaitu terdapat terjemahan dalam bahasa Inggris 
pada sisi kanan laporan keuangan. Praktikan diberi kesempatan untuk 
mengonversi Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia 
Tahun 2018 (Audited). 
Sebelum mengerjakan, Mas Fajar memberi Praktikan contoh 
rekomendasi Laporan Keuangan BPK RI yang merupakan satu-satunya 
lembaga tinggi negara pada lingkup Kementerian/Lembaga yang 
memiliki laporan keuangan dengan 2 (dua) bahasa. Selama 
menerjemahkan laporan keuangan tersebut, Praktikan mengunduh 
berbagai laporan keuangan perusahaan sebagai bahan rekomendasi lain. 
Tidak lupa, Praktikan juga mengandalkan Google Terjemahan untuk 
mencari tahu kosa kata dalam bahasa Inggris. Laporan Keuangan 
Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2018 (Audited) dan yang telah 
Praktikan konversi terlampir sebagai bahan perbandingan (Lampiran 
20, Halaman 83 – 84). 
5. Rekonsiliasi Eksternal Pengembalian Belanja dan Pendapatan antara 
Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dengan E-Rekon. 
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 
tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan 
Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, 
Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan 
yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda 




Antara Satuan Kerja dan KPPN setiap bulan dengan melampirkan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Rekonsiliasi ini dilakukan 
agar terjadinya kesamaan data antara laporan yang disajikan oleh 
Satuan Kerja dengan hasil laporan yang dicatat oleh Kementerian 
Keuangan. 
Sebelum adanya aplikasi berbasis web E-Rekon, rekonsiliasi 
dilakukan dengan cara Satuan Kerja mendatangi langsung KPPN. 
Namun sejak adanya E-Rekon, Satuan Kerja dapat dengan mudah 
melakukan rekonsiliasi dengan cara mengunggah data keuangan 
melalui aplikasi bernama E-Rekon milik Kementerian Keuangan. 
Sebelum dapat melakukan rekonsiliasi, langkah pertama yang 
Praktikan lakukan adalah memasukan data pengembalian belanja dan 
pendapatan ke dalam aplikasi SAIBA. SAIBA merupakan aplikasi 
akuntansi pemerintah pusat dalam rangka menghasilkan laporan 
keuangan yang berkualitas dan akuntabel. 
Data pengembalian belanja dan pendapatan tersebut diperoleh 
dari Bendahara Satuan Kerja yang melakukan setoran melalui aplikasi 
berbasis web Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online 
(SIMPONI) milik Kementerian Keuangan. Aplikasi SIMPONI dan E-
Rekon saling terorganisir satu sama lain.  Melalui aplikasi E-Rekon, 
data tersebut diproses hingga kemudian Staf Akuntansi dapat 
mengunduh dan memberikan data tersebut kepada Praktikan 




lakukan dalam memasukan data pengembalian belanja dan pendapatan 
ke dalam aplikasi SAIBA yaitu sebagai berikut: 
a. buka aplikasi SAIBA; 
b. isi username dan password lalu pilih login (Lampiran 22, 
Halaman 86); 
c. pilih Transaksi yang akan dimasukan (dalam hal ini praktikan 
memilih Pengembalian Belanja lalu pilih Daftar SSPB dan 
memilih Pendapatan) (Lampiran 22, Halaman 86); 
d. akan muncul daftar Pengembalian Belanja/Pendapatan yang telah 
dilakukan input sebelumnya lalu pilih ikon Tambah (Lampiran 
22, Halaman 87); 
e. isi Tanggal Dokumen, Kode KPPN, Nomor Transaksi 
Penerimaan Negara (NTPN), Nomor Transaksi Bank (NTB), 
Nomor Akun, Kegiatan, Output, dan Jumlah Setoran 
pengembalian belanja/pendapatan (Lampiran 22, Halaman 87); 
f. untuk mendapatkan NTB, Praktikan harus mengunjungi laman 
simponi.kemenkeu.go.id. Sistem Informasi PNBP Online 
(SIMPONI) merupakan aplikasi berbasis web milik Direktorat 
Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. Isi Username dan 
Password lalu pilih masuk (Lampiran 23, Halaman 88). Setelah 
masuk melalui akun, pilih Billing (Lampiran 23, Halaman 88), 
pilih Penerimaan Negara Lainnya (Non Anggaran), pilih History 




pencarian 062019 maka akan keluar daftar dokumen sesuai 
dengan Tangggal Billing bulan Juni 2019. Ketik Ctrl + F lalu copy 
paste NTPN, lalu pilih dan klik Cetak untuk mengunduh 
dokumen (Lampiran 23, Halaman 89). Setelah dokumen 
berhasil terunduh, salin NTB yang terdapat pada dokumen 
tersebut dan paste pada aplikasi SAIBA; 
g. klik Simpan Detail lalu klik Simpan; 
h. ulangi langkah dari huruf d sampai h hingga seluruh data selesai 
dimasukan; 
i. setelah data selesai dimasukan, klik Keluar untuk keluar dari 
menu Pengembalian Belanja/Pendapatan; 
j. klik Proses dan pilih Posting, pilih periode bulan sesuai dengan 
data pengembalian belanja/pendapatan yang dimasukan 
(Lampiran 24, Halaman 90); 
k. proses posting selesai (Lampiran 24, Halaman 90). Jika 
sebelum melakukan posting sudah keluar dari aplikasi SAIBA, 
maka data pengembalian belanja/pendapatan yang telah 
dimasukan tidak akan terproses sehingga harus dilakukan proses 
memasukan data ulang; 
l. klik Utility dan pilih Pengiriman Ke E-Rekon (Lampiran 24, 
Halaman 91); 
m. pilih bulan sesuai dengan data yang telah diproses lalu pilih 




n. proses pengiriman data selesai dan menghasilkan data dalam 
bentuk zip. 
Setelah selesai memasukan data pengembalian belanja dan 
pendapatan melalui aplikasi SAIBA, langkah selanjutnya adalah 
merekonsiliasi data tersebut melalui aplikasi E-Rekon. Langkah-
langkah yang Praktikan lakukan untuk merekonsiliasi ialah sebagai 
berikut: 
a. membuka laman e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id; 
b. isi Username dan Password lalu pilih Let me in (Lampiran 25, 
Halaman 92); 
c. pilih menu Upload lalu pilih Rekonsiliasi (Lampiran 25, 
Halaman 92); 
d. satuan kerja akan otomatis muncul sesuai dengan akun E-Rekon, 
pilih periode sesuai dengan data yang dimasukan pada aplikasi 
SAIBA; 
e. klik Choose File dan pilih data dalam bentuk zip yang telah 
dihasilkan melalui proses input pada SAIBA (Lampiran 25, 
Halaman 93); 
f. klik Kirim dan proses rekonsiliasi akan dilakukan secara otomatis 
oleh sistem; 
g. status rekonsiliasi dapat dilihat dengan cara klik Proses Rekon 




h. jika rekonsiliasi telah sesuai, hasil rekonsiliasi dituangkan dalam 
Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh 
pejabat penanggungjawab rekonsiliasi atas nama Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Seksi yang menangani 
akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa BUN; dan 
i. apabila terdapat selisih, satuan kerja dapat melakukan perbaikan 
dan mengunggah ulang sesuai dengan langkah-langkah diatas. 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama melaksanakan program PKL di Ombudsman RI, terdapat 
berbagai kendala yang dihadapi oleh Praktikan. Kendala tersebut diantaranya: 
1. Praktikan mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah yang 
sering digunakan dalam lingkungan akuntansi pemerintahan. 
Banyaknya istilah yang belum Praktikan ketahui dapat menghambat 
komunikasi antara Praktikan dengan karyawan sehingga dapat 
membuat Praktikan terlihat pasif; 
2. Praktikan kurang memahami istilah-istilah yang tepat untuk 
mengonversi Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia 
Tahun 2018 (Audited) ke dalam Bahasa Inggris; dan 
3. Praktikan mengalami kesulitan saat awal mula mencari dokumen 
keuangan yang menjadi temuan BPK RI karena begitu banyak dokumen 






D. Cara Mengatasi Kendala 
Meskipun terdapat berbagai kendala yang Praktikan hadapi selama 
melaksanakan program PKL di Ombudsman RI, Praktikan tetap mampu 
menyelesaikan program PKL dengan baik. Cara yang Praktikan lakukan 
untuk dapat mengatasi kendala yang hadir selama pelaksanaan PKL di 
Ombudsman RI ialah sebagai berikut: 
1. Praktikan melakukan pembelajaran mandiri terkait istilah-istilah yang 
digunakan dalam lingkup akuntansi pemerintahan agar mampu 
menunjang kinerja diri. Membahas dengan karyawan terkait istilah 
yang Praktikan kurang pahami juga menjadi salah satu usaha Praktikan 
agar Praktikan dapat memperoleh pengetahuan secara lebih jelas; 
2. Praktikan mengunduh Laporan Keuangan BPK RI sebagai contoh satu-
satunya Kementerian/Lembaga yang memiliki laporan keuangan 
dengan 2 (dua) Bahasa. Berbagai laporan keuangan perusahaan lain 
juga menjadi pertimbangan bagi Praktikan dalam mengonversi Laporan 
Keuangan Ombudsman RI Tahun 2018 (Audited) sehingga Praktikan 
menjadi lebih mudah dalam menyelesaikan tugas; dan 
3. Praktikan bertanya kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan 
tentang bagaimana menemukan dokumen keuangan yang sesuai dengan 
temuan BPK RI yaitu dengan cara memperhatikan deskripsi 
pembayaran dan tanggal tanda tangan pada kuitansi. Perlu ketelitian 







Program PKL merupakan suatu wadah bagi Praktikan untuk dapat 
mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan ke dalam lingkungan 
kerja nyata. Praktikan melaksanakan program PKL selama 40 (empat puluh) 
hari di Ombudsman RI pada Bagian Akuntansi dan pelaporan, Biro 
Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. 
Selama melaksanakan PKL di Ombudsman RI, Praktikan telah 
memperoleh kesempatan untuk dapat mengenal sekaligus memahami bidang 
kerja akuntansi dan pelaporan pada instansi pemerintah. Selama 
melaksanakan program PKL, Praktikan juga mendapat gambaran mengenai 
lingkungan, pelaksanaan, serta pengalaman kerja secara nyata. Beberapa hal 
yang berguna bagi praktikan setelah berakhirnya masa PKL yaitu: 
1. Praktikan dapat mengoperasikan aplikasi yang digunakan oleh instansi 
pemerintah seperti PUSDATIN, SIMPONI, SAIBA, OM-SPAN, dan 
E-Rekon; 
2. Praktikan dapat mengetahui pentingnya melakukan rekonsiliasi dan 
pengawasan antar internal di Ombudsman RI; 
3. Praktikan dapat mengetahui pentingnya melakukan pengawasan dalam 





4. Praktikan dapat mengerti mekanisme tindak lanjut atas temuan BPK RI; 
dan 
5. Praktikan dapat mengerti cara rekonsiliasi antara Satuan Kerja dengan 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) secara online. 
 
B. Saran-Saran 
 Selama 40 (empat puluh) hari melaksanakan program PKL di 
Ombudsman RI, Praktikan menyadari bahwa masih terdapat banyak 
kekurangan. Maka dari itu, Praktikan mencoba menyampaikan saran-saran 
yang dapat digunakan bagi pihak-pihak terkait: 
1. bagi Calon Praktikan 
a. aktif dalam bertanya perihal kegiatan PKL, baik bertanya kepada 
dosen, teman, kakak tingkat, atau alumni agar dapat mengetahui 
dan mempersiapkan dengan matang segala hal sebelum terjun 
nyata dalam melaksanakan program PKL; 
b. mencari tempat pelaksanakan PKL sejak jauh hari dan mencari 
tahu tentang segala hal yang berkaitan dengan tempat PKL 
tersebut; 
c. mempersiapkan diri salah satunya dengan cara banyak membaca 
agar menambah pengetahuan terkait bidang kerja sehingga selalu 




d. wajib menerapkan etika kerja dan membangun hubungan yang 
baik terhadap seluruh lapisan profesi yang ada di lingkungan 
kerja. 
2. bagi Fakultas Ekonomi 
a. memberikan pengumuman secara jelas dan pasti sejak jauh hari 
kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat menentukan tanggal 
pasti selama melaksanakan program PKL; 
b. proses pembuatan surat permohonan pelaksanaan PKL oleh 
BAAKHUM sebaiknya lebih cepat dan mudah birokrasi, agar 
mempermudah mahasiswa dalam proses pelaksanaan PKL; dan 
c. menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan atau lembaga 
pemerintahan agar mempermudah mahasiswa untuk menemukan 
tempat pelaksanaan PKL. 
3. bagi Ombudsman Republik Indonesia 
a. diharapkan dapat terus menjalin kerja sama dengan Universitas 
Negeri Jakarta agar mahasiswa generasi selanjutnya dapat dengan 
mudah melaksanakan program PKL di Ombudsman RI; 
b. Ombudsman RI dapat menyediakan fasilitas untuk mahasiswa 
magang seperti meja kerja dan komputer sehingga mahasiswa 
mudah dalam menyelesaikan tugas dan tanpa kendala; dan 
c. pengarsipan dokumen keuangan harus dilakukan lebih tertib dan 
rapi ditempat yang layak sehingga dokumen keuangan tidak 
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Lampiran 14 Tampilan Aplikasi PUSDATIN 
c. login dengan mengisi Username dan Password lalu klik Sign In 
 
 








Lampiran 15 SPM dan SP2D pada Aplikasi PUSDATIN 









Lampiran 16 Daftar SPM dan SP2D setelah dilakukan pengecekan 
j. jika Nomor Invoice sudah ada di PUSDATIN, ganti pada kolom Status 



































Lampiran 18 Isi Laporan Pembukuan SPM dan SP2D 
k. beri tanda centang (jika SPM dan SP2D lengkap) dan tanda silang (jika SPM 
dan SP2D memiliki kekurangan data) pada tabel daftar di Laporan Pembukuan 







Lampiran 19 Dokumen Ombusman RI Tahun 2013 - 2015 







Lanjutan Lampiran 19 
b. mengangkut seluruh dokumen keuangan tahun 2013, 2014, dan 2015 dan 












Lanjutan Lampiran 19 
c. tim khusus melakukan pencarian dokumen dimulai dari tahun 2015, 2014, dan 
2013. Dokumen keuangan pada tahun 2015 sudah berbentuk buku sedangkan 
dokumen keuangan tahun 2014 dan 2013 tidak dibukukan sehingga terpisah 
satu sama lain 
 
g. terhadap dokumen yang tidak sesuai dengan hasil temuan BPK RI, masukan ke 














Lampiran 21 Data Pengembalian Belanja dan Pendapatan 





Lampiran 22 Tampilan Aplikasi SAIBA 
b. isi username dan password lalu pilih login 
 
c. pilih Transaksi yang akan dimasukan (dalam hal ini praktikan memilih 





Lanjutan Lampiran 22 
d. akan muncul daftar Pengembalian Belanja/Pendapatan yang telah dilakukan 
input sebelumnya lalu pilih ikon Tambah 
 







Lampiran 23 Tampilan Aplikasi SIMPONI 
b. Isi Username dan Password lalu pilih masuk 
 






Lanjutan Lampiran 23 
lalu ketik dalam kolom pencarian 062019 maka akan keluar daftar dokumen 
sesuai dengan Tangggal Billing bulan Juni 2019. Ketik Ctrl + F lalu copy paste 





Lampiran 24 Tampilan Aplikasi SAIBA 
j. klik Proses dan pilih Posting, pilih periode bulan sesuai dengan data 
pengembalian belanja/pendapatan yang dimasukan 
 






Lanjutan Lampiran 24 
l. klik Utility dan pilih Pengiriman Ke E-Rekon 
 
 







Lampiran 25 Tampilan Aplikasi E-Rekon 
b. isi Username dan Password lalu pilih Let me in 
 
 






Lanjutan Lampiran 25 
e. klik Choose File dan pilih data dalam bentuk zip yang telah dihasilkan melalui 
proses input pada SAIBA 
 
 







Lampiran 26 Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 
